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Ll$irv,-i] ii*qiatan perhutanan sosial di Provinsi Sumatere

"t€i,xi::tl nr*,iiLiatkan p*ru pihak yanE berpotensi menimbulkan

[*'-,.n,ir,.i*,,n,,-, karena adanya perbedaan sudut pa:idangr

kep*ritirr';frri fi"iaupN-ln faKor lair r;

b*i:i,va urilt.ilq menjembatani para pihak tefSit yang

o*r[*p**i,, ?an dalam kegiatan perhutanan sosial di Provinsi

5r-rm;*tera Selatan, perlu dibentuk wadah yang disebut

ieiompok Kerja perhutanan sosial provinsi sumatera

Selatan;

f.,*hwaherdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
piJu huruf b, perlu menetapkan keputusan Forum DAS

bumatera Selatan tentang pembentukan Kelompok Kerja

perhutanan sosial Propinsi sumatera selatan Periode 2a12 -
2.017.

Undanq-i-indang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

SurnnuiAuyu Atam Hayati dan Ekositemnya (Lembaran

ftiguru :"anurr 1990 Nomor 49, Tambahanlembaran Negara

lrlomor 3.rr.9);

Unrian{i-Lirr*ang trlomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-

i*#ntua,-, l,*yiak pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

I,recarA 
-: ;:,r-rirt't i997 NOmOr 68Jambahan Lembaran Negara

lrlciloi Sirii:i;



3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3SBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2A04 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Uneang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Unciang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanair nrerrjadi Undang-lJndang
(Lembaran Negara Repul:iiil ir:dcnesla "iahun 2004 Nornor

85, Tambahan Lemt:eran it,:'11r"* F;e;-iurrlik Indonesie itcmei
aa12);
ilndang-t"lndang l*om*i .,,:: -i'rlrrri ?.i";04 t*i:':.;ng
Femerintahan Daera h {L*i:-l i..',,r r",i I lrje';a rl Repu bli ti I ncil nesia

Tahun 2004 Nomcr 125, i al'-i3fri"tfrrr t-ernbaran i{egara
Rl :ublik Indonesia Nontoi q4"37i sebagairnana telah
neberapa kali diubah, ter*rill'rir" dengan Undang Unclang

Nomor 12 Tahun 2008 il-'*lr":Lrai'*r Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 l{c;i'i,-rr 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Ncnror 484+i;

Peraturan Pemerintah Repubtlk Indonesia Nomor 38 Tahur,
2A07 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Penrerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ?007 I''lomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indcnesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomcr 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hubn dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, seda
Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nonrcr 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklanrasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 20t, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9a7);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nontor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomcr 5ti2);
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lff, Undang-Undang Ncnrar 26 Tahun 2AA7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2A07 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

I j i"eraturan Menteri Kehutanan Nornor P.37lMenhut-IIiZOO7 jo
;::" i.8/i'4enhut-Il/2009 jo P,13/Menhut-Il/2010, io
!"5lli"1enhut-II/2O1 1 tentang Hutan Kemasyarakatan;

':,r :i:'i r-;ir i'{enteri i{ehUf*nan l,,lCrnCrr P.49ll4enhUt. ::,.jil*,i
',,.:ritnt-iIi :0J C r,'. D.53,/Menhut-ili 2C l" L, .,,':'_,: r-, 
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f-$HMUTUSKAN :

ifi{:,i'iiilii-i.,-1,. ri.eJ0mpQk Kerja Perhu'"anan SOSial PrOvinSi Sumaiera
:i.:r"ri;ier,: $elaian Periode zAn TAfi dengan susunan dan
irc;r;;g*l,a;r; sebagaimana tercantum dalam Lanrpiran
l{e :rlttriS;lr ti'ti"

It*|*nipn;'t re{a Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pacia
DiF,;i"r:m f:ertama adalah :

a. :r*r'upak;;n kelembagaan yang berbentuk forum multi pihak
uerbasis komitmen bersama yang kuat untuk mengelola
llegiatan Ferhutanan Sosial secara profesional, transparan,
p;t'isipeiif, akuntabel dan berkelanjutan, dengan anggota-
nnggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non
pemei'intah yang dapat bersifat kelembagaan atau perorangan.

ir, iri':lr.*rK rnengkaji kebijakan-kebijakan perhutanan sosiar sefta
!nirlementasinya dan mengkoordinasikan dengan rapisan
nasyarakat, instansi dan lembaga terkait, sebagai bahan
nasukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam
re*etapan keb'rjakan yang terkait dengan kelestarian hutan
':-iari lahan"

K*lanipok Kerja Perhutanan Sosial sumatera selatan sebagaimana
cjirn;l<suci DiKum Peftama dalam melaksanakan tugasnya,
n-rei a i:r:rk* n hasi I pelaksa naan kegiatannya da n berta n gg u n gjawa b
ker;;j* Forum DAS Sumatera Selatan.



KEEMPAT

KTLIMA

: Biaya operasional kegiatan Kelompok
Sumatera Selatan dapat berasal
sumbangan anggota dan sumber lainnya
mengikat.

Kerja
dari

Perhutanan Sosial
dana pemerintah,

yang sah dan tidak

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbiiki
kembali sebagairnana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

-):tr'--*

Sr" EDWARD SALEH
Ketua

Tembusan:

FCR.Uft{ DAS SU_SATERA SELATAN,

Ditetapran di : Palembang
rada tanggal : 30 OKober ZA72

SATRIA JAYA PRIATNA, M.S,
Sekretaris

i.. Menteri Kehutanan Ri diJakarta,
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI diJakarta.
3. Bupati/walikota se- provinsi sumatera selatan di tempat.
4. Kepala Dinas Kehutanan provinsi sumatera selatan diralembang.
5' Kepala BAPPEDA provinsi sumatera selatan di palembang.
6' Kepala Badan ungkungan Hidup prrvinsise-sumatera di-tempat.
7. Kepala Balai Pengelolaan DAS Musi di palembang.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN
SUMSEL

KETUA FORUM DAS

NOMOR :

TANGGAL :

FDAS-SumseU00B/2012
30 OKTOBER 2012

SUSUNAru SAN KEAfrIGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERHUTAHAN SMSSS-{-pR*v5rusr SUMATERA SELATAN, PERIODE 2012 _ ?017

a. Koordiri*tor Dr. Yunita, SP, M.Si

Riswani, SP, M.Si
Henny Malini, SP, M,Si

b. Sekret;a;-is

Wakil Sekretaris

Bidang - Bidang
1. Bidang KajianTerapan

Keiua
Anggota

2. Bidang Keriasama
Ketua
Anggota

3. Bidang Pemberdayaan
Ketua
Anggota

Ir. M. Yazid. M,Sc., ph.D,

1. Dr. Ir. Manruan Sufri, M.Si.
2. Dr. Ir. Maryadi, M.Si.
3. Dr. Ir. Karlin Agustina, l.l.Si.
4. Ir. Yursida, M.Si.
5. Eko Suroso, S.Hut, M.Si
6. Ir. Satria Jaya Priatna, M.Si

Ir. Syafri Lamizar, M.Si
1. Dr. Ir. Najib Asmani, M.Si.
2. Manaran Djemalip, S.H.
3. Divisi CSR PT MHP
4. DesiAriyani, S.p., M.Si.
5. Ir. Liftianti, M.Si.

: Ir. RuliJoko purwantq Mp,
: 1. Dr. Dinar D.A prrtranto

2. Dwi Wulansari, M.Si.
3. Dra. Yetty Hastiana, M.Si
4. Ir. Yulian Junaidi, M.Si.
5. Ir. Yulius, M.M.
6. Ir. Arifin, M,P.
7. Thirtawati, S,p.,M.Si.

FORUM DAS SUMATEM SEIATAN,
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Dr" EDWARD SALEH
Ke lua

IR. SATRI,A JAYA PRIATNA, M.S,
Sekrehris


